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(E) Isi:
Akta Jual Beli merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
sebagai bukti telah terjadinya perbuatan hukum peralihan hak dengan cara jual
beli. Karena itu jika isi dari Akta Jual Beli mengandung cacat hukum, maka
peralihan hak dapat dikatakan tidak sah. Bagaimana tanggung jawab Pejabat
Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang cacat hukum? Penulis dalam
meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode normatif. Data primer
yang Penulis gunakan berasal dari wawancara dengan pihak yang berkaitan
dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan data sekunder berasal dari
buku-buku yang berkaitan dengan bidang agraria. Hasil penelitian menyatakan
bahwa kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah membuat akta otentik
yang berkaitan dalam bidang agraria/pertanahan. Oleh karena itu, apabila
terdapat cacat hukum di dalam Akta Jual Beli karena kesalahan Pejabat
Pembuat Akta Tanah, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan
dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, atau sanksi pidana sebagai
bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian, tanggung jawab bagi seorang
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan kesalahan dalam pembuatan
Akta Jual Beli yaitu tanggung jawab secara administratif, tanggung jawab
secara perdata, dan tanggung jawab secara pidana. Sebaiknya, sebelum Pejabat
Pembuat Akta Tanah membuat Akta Jual Beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah
yang bersangkutan memeriksa terlebih dulu mengenai data-data bidang tanah
yang dijadikan obyek jual beli agar tidak menyebabkan sengketa pertanahan
dikemudian hari.
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